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Abstraksi 
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)  dibentuk  sebagai suatu pendekatan 
baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi 
desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu 
dari desa, oleh desa, dan untuk desa.  Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan 
menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk 
kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap 
bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih 
produktif dan efektif. Ke depan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar 
kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga dalam menampung kegiatan 
ekonomi masyarakat yang berkembang, menurut ciri khas desa dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 
Pokok permasalahan pada penelitian tentang peranan BUMDes dalam 
perberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula 
Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng adalah bagaimana peran perencanaan 
pembangunan Desa terhadap perkembangan BUMDes di Desa Tejakula?; 
bagaimana peranan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dan 
penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula. Metode penelitian kualitatif 
digunakan dengan maksud untuk memproleh gambaran yang mendalam tentang 
peran perencanaan pembangunan Desa terhadap perkembangan BUMDes dan 
peranan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan 
pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.   
 Temuan penelitian bahwa peran perencanaan pembangunan Desa Tejakula 
dalam memberdayakan BUMDes Teja Kusuma, pertama bertujuan 
menanggulangi pengangguran, dapat berfungsi sebagai stabilisator, innovator, 
modernisator, pelopor dan pelaksana, secara umum dapat dikatakan sudah 
berjalan sebagaimana mestinya.   Kedua peran BUMDes dalam pengembangan 
potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dan 
pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan pengangguran, secara umum 
dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. 
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1. Pendahuluan 
Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, 
termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun 
daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk 
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meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan 
sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan 
memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta 
mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. 
Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan 
sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.  
Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya 
mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di 
pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. 
Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana 
diinginkan bersama.  Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi 
pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan 
inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di 
pedesaan. Hal ini senada dengan pendapat bahwa, “berbagai kebijakan 
pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tidak melibatkan 
sepenuhnya aspirasi masyarakat, tentang apa yang diinginkan dan bisa dilakukan 
masyarakat, yang sifatnya membangun kepedulian dan kemampuan 
pembangunan dari masyarakat itu sendiri (Sandiasa, 2017: 64). Sistem dan 
mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan 
berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga 
mematikan semangat kemandirian.  
 Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa 
mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya 
kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang 
dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan 
ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan 
baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda 
perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan 
ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam 
meningkatkan kemandirian perekonomian desa.  
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 BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha 
peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 
Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, 
yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.  Cara kerja BUMDes adalah 
dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam 
sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara 
profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa.  Hal ini dapat 
menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Ke depan 
BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang 
sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi 
masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  
 Sehubungan dengan hal tersebut, maka Desa Tejakula telah membentuk 
sebuah lembaga ekonomi milik desa yaitu BUMDes Teja Kusuma, yang 
ditetapkan dalam Peraturan Desa Tejakula Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula 
Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan ditetapkan kembali di Tahun 2016 
Peraturan Desa Tejakula Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tejakula karena adanya perubahan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta struktur kepengurusan BUM 
Desa. 
Berkenaan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji peranan 
perencanaan pembangunan desa terhadap perkembangan Badan Usaha Milik Desa 
dan perannya dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan 
pengangguran.  Berdasarkan dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan 
Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan 
Tejakula Kabupaten Buleleng”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). 
Bagaimanakah peran perencanaan pembangunan Desa terhadap perkembangan 
Badan Usaha Milik Desa di Desa  Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten 
Buleleng? 2). Bagaimanakah peranan Badan Usaha Milik Desa dalam 
 
 
 
Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol  9 No. 1 – Pebruari 2018   | 54  
 
Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula 
Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ? 
 
2. Metode Penelitian 
Jenis  penelitian  deskriptif kualitatit ini tujuan utamanya adalah 
menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang 
diteliti secara tepat, dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan, atau gejala-gejala lain.  Maksud utamanya adalah untuk mempertegas 
hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, 
atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soekanto, 2007).  
Dalam buku “Metode Penelitian Sosial” dijelaskan bahwa pendekatan 
kualitatif diartikan  sebagai pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada 
prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada 
dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial 
budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan 
untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, seperti melalui 
pedoman wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka (Ashshofa, 1996).  
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode purposive sampling 
(sampel bertujuan) yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang 
didasarkan pada tujuan tertentu untuk menjaring informasi dari berbagai macam 
sumber sebanyak mungkin dan menggali informasi yang menjadi dasar dari 
penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2004). Informan yang 
akan dimintai informasi : 1. Kepala  Desa Tejakula, karena dianggap mengetahui 
dan dapat  memberikan informasi mengenai regulasi dan aturan main dalam 
proses perencanaan desa. 2. Sekretaris Desa Tejakula, karena dianggap 
mengetahui dan dapat  memberikan informasi mengenai regulasi dan aturan main 
dalam proses perencanaan desa. 3. Kelian Desa Pakraman Tejakula, karena 
dianggap pelindung Lembaga Perkreditan Desa yang juga bergerak dalam usaha 
ekonomi produktif khususnya usaha simpan pinjam. 4. Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tejakula, karena dianggap terlibat dalam 
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penyusunan perencanaan dan berperan juga dalam memberikan pengawasan 
terhadap perkembangan BUMDes. 5. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) Desa Tejakula, karena dianggap mengetahui metode pemberdayaan 
masyarakat. 6.Pengelola BUMDes Teja Kusuma Desa Tejakula sebanyak 5 (lima) 
orang, karena dianggap mengetahui data perkembangan usaha BUMDes.  7. 
Tokoh masyarakat sebanyak 5 (lima) orang sebagai perwakilan dari Banjar Dinas, 
karena dianggap sebagai pelopor dan dapat membantu proses pemberdayaan 
masyarakat. 8. Masyarakat konsumen BUMDes sebanyak 5 (lima) orang, karena 
dianggap mendapat pelayanan langsung dari BUMDes. Adapun yang menjadi 
fokus penelitian ini adalah : a). Peranan perencanaan pemerintah desa dalam 
perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teja Kusuma Desa Tejakula. 
b). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teja Kusuma dalam 
pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di desa Tejakula. 
 
3. Hasil Pembahasan Penelitian 
3.1 Peran Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) Teja Kusuma 
Melalui musyawarah desa, Pemerintah Desa  berpartisipasi di dalam 
perkembangan pengelolaan BUMDes atas Persetujuan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) dan Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM). Ini dapat dilihat dari 
penyusunan perencanaan pembangunan desa yaitu RPJM Desa dan RKP Desa, 
BUMDes mendapat perhatian dengan didetujuinya beberapa program kegiatan 
BUMDes masuk didalam RPJM Desa dan menjadi prioritas usulan pada RKP 
Desa setiap Tahunnya yang secara otomatisakan dianggarkan dalam APB Desa. 
Peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian 
(2000 dalam Arfiani, 2014), pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam 
proses pembangunan.  Peran yang disoroti adalah selaku stabilisator, innovator, 
modernisator, pelopor, dan pelaksana suatu kegiatan pembangunan tertentu. 
Upaya menanggulangi pengangguran merupakan salah satu kebijakan 
pembangunan.  Kebijaksanaan dalam mengatasi pengangguran ialah memperluas 
kesempatan bekerja. Peranan Pemerintah Desa Tejakula dalam menanggulangi 
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pengangguran jelas teragendakan dalam Misi Pembangunan Desa yaitu berperan 
sebagai akselerator program pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat 
agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, hal ini selaras 
dengan pendapat Gede Sandiasa menyatakan bahwa, “dapat mewujudkan 
pemberdayaan pada masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kapasitas 
kelembagaan mereka dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama” (Sandiasa, 
2015: 6). Pemerintah Desa juga dapat menjadi menjadi komunikator dalam 
mencari terobosan dalam pembangunan sarana dan prasarana umum guna 
mendukung kelancaran perekonomian masyarakat. 
Peran perencanaan pemerintah desa Tejakula dalam hal ini ditinjau dari 
fungsinya sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana 
adalah sebagai berikut: a). Peran Pemerintah Desa Tejakula sebagai stabilisator, 
untuk menekan permasalahan agar tidak menjadi gejolak, pernah dilaksanakan 
ketika timbulnya permasalahan kepengurusan di BUMDes Teja Kusuma. b). 
Peran Pemerintah Desa Tejakula sebagai innovator terhadap BUMdes adalah 
sebagai pencetus program-program baru yang mendukung visi dan misi lembaga 
pemerintahan desa.  Inovasi tersebut berupa pembangunan pelayanan sarana air 
bersih untuk masyarakat Tejakula yang terjangkau dan professional, berhasil 
diwujudkan BUMDes. c). Peran Pemerintah Desa Tejakula sebagai Modernisator 
terhadap kinerja BUMDes Teja Kusuma, agar dapat menjadi sebuah lembaga 
yang mandiri dan mampu mendukung visi misi pemerintah desa, sudah 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. d). Sebagai Pelopor, Kepeloporan 
Pemerintah Desa Tejakula dalam meningkatkan peran BUMDes Teja Kusuma 
untuk menanggulangi pengangguran, dimulai dari kepercayaan yang diberikan 
kepada BUMDes Teja Kusuma untuk merancang dan mengembangkan serta 
mengelola jenis usaha baru yaitu usaha persampahan dan pasar.  Kepeloporan ini 
menunjukkan Pemerintah Desa Tejakula benar-benar bermaksud memberdayakan 
BUMDes Teja Kusuma sebagai lembaga perekonomian ditingkat desa. 
 
3.2  Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan  
       Penanggulangan Pengangguran.  
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BUMDes ini tidak hanya mementingkan hasil yang akan dicapai melainkan 
untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya  juga “community 
development, human resource development, technology transfer and self-reliance, 
economic development and behavioral changes” (Olanrewaju & Chukwudi, 2017). 
Masyarakat bisa belajar dan melatih ketrampilan mereka dalam pengelolaan 
BUMDes yaitu dengan mengajak masyarakat dalam mendirikan BUMDes serta  
penempatkan mereka pada kepengurusan BUMDes. Selain itu masyarakat harus 
bisa mengolah dan memanfaatkan BUMDes yang ada. Sebagai proses 
pembelajaran, masyarakat desa sampai saat ini mampu menciptakan usaha-usaha 
baru dan mempunyai pendapatan lebih sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan hidup mereka.  
BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat 
dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk 
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dari hasil wawancara menyatakan 
bahwa BUMDes Teja Kusuma sudah mejalankan peran sebagai pengembangan 
potensi masyarakat yang menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 
potensi masyarakat berkembang, contohnya memberikan kredit dengan bunga 
yang murah kepada pedagang di pasar anyar Tejakula. BUMDes Teja Kusuma 
juga memperkuat potensi yang sudah ada di masyarakat, contohnya memperkuat 
pengelolaan usaha air bersih yang sudah ada. BUMDes Teja Kusuma mempunyai 
peran memperdayakan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya 
masyarakat terlibat didalan pengelolaan BUMDes. Sehingga BUMDes dapat 
dikatakan mampu menanggulangi serta mengurangi pengangguran, walapun 
masih dalam sekala kecil. 
Pernyataan tersebut sesuai dengan Sumodiningrat (1997, dalam Yanuardi, 
2004;19) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertalian erat 
dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti 
pengangguran, kemiskinandan kesenjangan. Upaya memberdayakan masyarakat 
tersebut harus dilakukan melalui pengembangan potensi masyarakat, memperkuat 
potensi yang dimiliki dan memberdayakan masyarakat serta penanggulangan 
pengangguran. 
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4. Kesimpulan dan Saran 
4.1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
a. Peran perencanaan Pemerintah Desa Tejakula dalam memberdayakan 
BUMDes Teja Kusuma sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan untuk 
menanggulangi pengangguran, sesuai dengan fungsi pemerintah desa sebagai 
Stabilisator, Innovator, Modernisator, Pelopor dan Pelaksana, secara umum 
dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya.  Peran pemerintah desa 
sebagai stabilisator ditunjukkan melalui proses perencanaan dan menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi BUMDes.  Sedangkan peran pemerintah desa 
sebagai innovator, ditunjukkan dengan memberikan kewenangan kepada 
BUMDes untuk melaksanakan program-program desa yang bertujuan untuk 
menanggulangi pengangguran.  Di samping itu, peran pemerintah desa sebagai 
modernisator, senantiasa mendukung BUMDes untuk melakukan upaya-upaya 
peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola BUMDes dan 
pengangguran serta kelompok usaha ekonomi produktif, melalui program-
program pelatihan keterampilan.  Peran pemerintah desa terkait dengan 
fungsinya sebagai pelopor, ditunjukkan dengan komitmen untuk 
memberdayakan BUMDes sebagai lembaga yang mengelola perekonomian 
ditingkat desa dan peran pemerintah sebagai pelaksana pembangunan 
khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu 
peningkatan perekonomian masyarakat yang sepenuhnya diserahkan kepada 
BUMDes, telah berjalan sesuai dengan perencanaan pemerintah desa. 
b. Peran BUMDes Teja Kusuma dalam  pengembangan potensi dan  
pemberdayakan  masyarakat, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan 
dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.  Peran 
BUMDes Teja Kusuma dalam pemberdayaan dan potensi masyarakat, 
dilakukan dengan cara memberikan motivasi kepada masyarakat yaitu dengan  
memberikan pinjaman modal usaha, sehingga tingkat pengangguran dapat 
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dikendalikan. BUMDes Teja Kusuma juga dapat menciptakan jenis usaha baru 
serta mengembangkannya sehingga tercipta lapangan kerja. Maka peran 
BUMDes Teja Kusuma dalam penanggulangan pengangguran sudah dapat 
dikatakan terlaksana, walaupun masih dalam sekala kecil. Terkait dengan peran 
BUMDes Teja Kusuma dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam 
melibatkan masyarakat dalam usaha BUMDes semakin besar, mengingat 
pengelolaan persampahan dan pengelolaan hutan desa yang akan diserahkan 
pengelolaannya kepada BUMDes, diharapkan dapat membuka peluang dan 
menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.   
 
4.2. Saran 
Yang dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Tejakula dan BUMDes        
Teja Kusuma dalam melaksanakan perannya adalah : 
a. Bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes supaya segera lebih efektif 
dalam menjalankan unit-unit usaha lain dengan memberi pelatihan kepada 
masyarakat agar tujuan dari BUMDes lebih maksimal sehingga tercipta 
kesejahteraan masyarakat yang merata.  
b.  Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat supaya terus menjalankan kebijakan 
BUMDes ini, kemudian memberi pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa 
dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa, karena kebijakan 
seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga 
usaha ekonomi yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya 
untuk masyarakat itu sendiri. 
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